SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

Menimbang

NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

: a. bahwa pemilihan kepala desa merupakan perwujudan
demokrasi dan kedaulatan rakyat di desa, guna
mendapatkan kepala desa yang mampu mengemban
tugas, kewajiban, dan wewenangnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya
penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang aman,
tertib, efektif dan efisien di Kabupaten Ngawi perlu diatur
proses pemilihan Kepala Desa secara elektronik;

c. bahwa dalam rangka memberikan payung hukum atas
penyelenggaraan  pemilihan Kepala Desa secara
elektronik dan menindaklanjuti berlakunya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala
Desa, perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan
masyarakat;



Mengingat

. 1.

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);



7.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587)sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);



13.

14,

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1222);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 11), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017
Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Menetapkan

dan
KABUPATEN NGAWI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a A O N =

10.

11.

12.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Ngawi.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
Bupati adalah Bupati Ngawi.

Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ngawi.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD
khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa
dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk
menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk
Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.

Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih
menjadi Kepala Desa.

Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh
suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan
wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut
KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk
menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.

Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala
Desa.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar
pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan
Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum
terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan
jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala
Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan
dukungan.

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah
Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



. Judul Bagian Kedua BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kabupaten

. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan
Bupati.

(2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas meliputi:

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua
tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

terhadap Panitia Pemilihan;

menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara

serta perlengkapan pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan
pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

f. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pemilihan secara
elektronik;

g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa
tingkat Kabupaten;

h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa
dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;

i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.

a o

(3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e didelegasikan kepada panitia
pemilihan.

(4) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara

elektronik, Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh Tim Teknis yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tim Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

persiapan;

pencalonan,;
pemungutan suara; dan
penetapan.

apop



(2) Tahapan pencalonan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. pengumuman dan pendaftaran calon;
b. penelitian calon; dan
c. penetapan dan pengumuman calon.
(3) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan

tahapan pencalonan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan pada hari kerja.

. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S
ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati
melalui Camat.

. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi
dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati
melalui Camat;

melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat
pemungutan suara,

melaksanakan pemungutan suara,

menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan;

k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;

1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

m. tugas lain yang diberikan panitia pemilihan kabupaten.

(2) Panitia Pemilihan dilarang:

a. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi
atau kelompok tertentu; dan/atau
b. mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa.

(3) Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran
terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BPD
dapat memberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan mengisi
kekosongan anggota tersebut.

PR A0 o
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(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh KPPS.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan KPPS diatur dalam
Peraturan Bupati.

. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21

(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berjumlah paling sedikit
2 (dua) orang dan paling banyak S (lima) orang, Panitia Pemilihan
menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2),
dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara manual atau
surat suara elektronik.

(2) Surat suara manual atau surat suara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berisi nomor, foto dan nama calon Kepala Desa.

(3) Pemberian suara melalui surat suara manual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam
surat suara.

(4) Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menyentuh salah satu tanda gambar calon pada
layar monitor pada perangkat elektronik yang disediakan Panitia
Pemilihan Kabupaten.

. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik
lain, pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh
anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang
bersangkutan.
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10. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:

a. pembukaan kotak suara;

b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan

e. dalam hal pemilihan dilaksanakan secara elektronik, KPPS
mengumumkan hasil cetak perolehan suara masing-masing calon.

(2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh
saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita
acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2
(dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1), KPPS memberikan penjelasan atau simulasi mengenai tata cara
pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih
diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran
pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat

meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS
memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih
dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, KPPS memberikan
surat suara pengganti hanya satu kali.

12. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39

(1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa melalui surat suara manual
dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang
memuat satu calon; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang
memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
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d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak
segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang
memuat nomor, foto, dan nama calon.

Suara untuk pemilihan Kepala Desa melalui surat suara elektronik
dinyatakan sah apabila jejak data pemungutan suara terekam dalam
basis data dan tercetak pada printer.

13. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

3)

(4)

(S)

)

(7)

(8)

(9)

Pasal 40

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan
suara berakhir.

Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), KPPS menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar
pemilih tetap untuk TPS;

b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak
atau keliru dicoblos.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh
saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan
dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.

KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang
ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi
calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1
(satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan
dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label
atau segel dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara
dari masing-masing TPS dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon,
BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil rekapitulasi
penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi
pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah
selesai penghitungan suara.
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(10) Dalam hal pemilihan dilaksanakan secara elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), penghitungan suara dilakukan
dengan cara:

a. mencetak hasil perolehan suara masing-masing TPS; dan
b. menghitung rekapitulasi suara dari perolehan masing-masing TPS.

14. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41

(1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara
sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.

(2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih
dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah
perolehan suara sah yang lebih luas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan calon terpilih
-/ berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 48

(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerbitan
keputusan Bupati.

(2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Wakil Bupati atau Camat.

‘ 16. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 48A
-/ dan Pasal 48B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap
atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum
pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat
PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan
dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 48B

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala
Desa.

(2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam
tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon Kepala Desa
terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan
pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari
jabatannya sebagai Kepala Desa.

(3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan
diancam dengan pidana penjara paling singkat S5 (lima) tahun
berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon
Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada
kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang
bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

(4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan
diancam dengan pidana penjara paling singkat S5 (lima) tahun
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih tetap
dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati
memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala
Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat
Kepala Desa.

(5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3) dan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan
diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat
dibenarkan.

(6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak tanggal pelantikan.

(7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan
dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu
melalui musyawarah Desa.

17. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 52

(1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa
diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan
yang meliputi:
1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD
paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung
sejak Kepala Desa diberhentikan;
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2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia
pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia
terbentuk;

3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa
paling lama dalam jangka waktu 30 {tiga puluh) Hari terhitung
sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh
panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;

S. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh
panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan

6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan
paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang
calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah
Desa.

b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang
teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia
pemilihan;

2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh
musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui
pemungutan suara;

3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan
melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui
pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia
pemilihan kepada musyawarah Desa;

5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;

6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa
kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah
musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;

7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh
ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati paling lambat
7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan
calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak
diterimanya laporan dari BPD; dan

9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh)
Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon
Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan angka 5
dan huruf b angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 adalah hari kerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 Npfepber 2020

BUPATI NGAWI,
ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 20 Nojrember s020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,
ttd
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR 0?_

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR :
(267-7)/(2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG KEPALA DESA

UMUM

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturati
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa Peraturan Menteri
Dalam Negeri terkait Kepala Desa dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa teldah
dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Salah satu hal pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10
Tahun 2017 tersebut adalah Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala
Desa merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di desa, guna
mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban
dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan desa serta melaksanakan
tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sejak
diselenggarakannya pemilihan kepala desa secara serentak, muncul
kebutuhan pengaturan agar tidak terjadi persoalan dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala desa selanjutnya

Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan mempertimbangkan kemajuan
teknologi dan informatika, berupaya untuk menerapkan pemilihan Kepala
Desa secara elektronik. Pelaksana pemilihan kepala desa secara elektronik
diharapkan dapat mempermudah proses pemilihan, karena dilakukan
melalui sistem yang terintegrasi sehingga hasil dari proses pemilihan
dapat dipertanggungjawabkan secara politik, sosial, dan hukum. Selain
hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi juga melakukan evaluasi
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015
Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran



II.

Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10). Evaluasi tersebut
antara lain menyangkut tugas Panitia Pemilihan, tahapan dan mekanisme
pemilihan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten
Ngawi menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala
Desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

PASAL PER PASAL

Pasal 1

Angka 1
Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 3
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 4

Cukup jelas.

Angka S
Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 32

Cukup jelas.



Angka 9
Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 37
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 38
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan wilayah perolehan suara sah

yang lebih luas adalah Dusun dengan jumlah suara
sah terbanyak pertama.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 48A

Cukup jelas.
Pasal 48B

Cukup jelas.



Angka 17
Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
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